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ABSTRAK 

 

Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada 

seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian, 

dengan tidak mengubah keadaan nya. Dalam ajaran agama Islam, 

manusia di anjurkan untuk saling tolong menolong kepada sesama 

manusia, terutama kepada seseorang yang sedang mengalami 

kesulitan dan membutuhkan bantuan. Namun praktik utang piutang 

yang terjadi di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus terdapat unsur kecurangan. Ketertarikan saya 

untuk meneliti dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana praktik utang 

piutang antara pihak PT Amartha Mikro Fintech dengan nasabah di 

desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus; 

2). Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik 

utang piutang nasabah yang melakukan wanprestasi di desa Sinar 

Banten Kecamatan Talang Padang  Kabupaten Tanggamus. 

 Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yang bersifat kualitatif. Data primer dalam penelitian ini di 

dapat secara langsung pada objek penelitian di lapangan yaitu PT 

Amartha Mikro Fintech dan para nasabah, sedangkan data sekunder 

diperoleh dari data atau materi-materi yang telah lebih dahulu di 

laporkan dan dikumpulkan oleh pustakaan atau instansi yang 

mendukung tema pembahasan maupun pihak lainnya. Untuk metode 

pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan melalui pemeriksaan 

data dan sistematika data, sedangkan analisis data dilakukan 

menggunakan cara berpikir induktif. 

 Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik 

utang piutang di desa Sinar Banten merupakan praktik utang piutang 

yang melibatkan antara lembaga dengan kelompok, dimana PT 

Amartha membantu para anggota nasabah untuk mempunyai modal 

agar bisa mendirikan usaha (UMKM). Namun praktik  utang piutang 

ini, menjadi tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena pihak 

yang menerima dana pinjaman atau pihak yang berhutang melakukan 

wanprestasi dengan cara melalaikan kewajibannya untuk membayar 

angsuran di setiap minggu dan tidak menggunakan dana pinjaman 



 

iv 

 

seperti di awal akad, sehingga praktik ini menimbulkan kerugian bagi 

pihak pemberi dana yaitu PT Amartha Mikro Fintech dan juga 

membuat dampak yang tidak baik untuk anggota kelompok nasabah 

yang lain.  

 

 

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Utang Piutang, Wanprestasi 
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ABSTRACT 

 

Debts and receivables are handing over property and objects 

to someone with a note that they will be returned at a later time, 

without changing the situation. In the teachings of Islam, humans are 

encouraged to help each other, especially someone who is 

experiencing difficulties and needs help. However, the practice of debt 

and receivables that occurred in Sinar Banten Village, Talang Padang 

District, Tanggamus Regency contained elements of fraud. My 

interest in research with problem formulation: 1). What is the practice 

of debt and receivables between PT Amartha Mikro Fintech and 

customers in Sinar Banten village, Talang Padang District, 

Tanggamus Regency; 2). What is the review of Sharia Economic Law 

on the practice of debts and receivables from customers who default in 

Sinar Banten village, Talang Padang District, Tanggamus Regency. 

This research method is qualitative field research. Primary data in this 

research can be obtained directly from the research object in the field, 

namely PT Amartha Mikro Fintech and its customers, while secondary 

data is obtained from data or materials that have previously been 

reported and collected by libraries or agencies that support the 

discussion theme and the other party. Data collection methods are 

carried out by means of observation, interviews and documentation. 

The data processing method is carried out through data examination 

and data systematics, while data analysis is carried out using inductive 

thinking. 

The results of this research can be stated that the practice of 

debt and receivables in the village of Sinar Banten is a practice of debt 

and receivables that involves institutions and groups, where PT 

Amartha helps customer members to have capital so they can set up 

businesses (UMKM). However, this practice of debt and receivables is 

not in accordance with sharia economic law because the party who 

receives the loan funds or the party who owes the debt commits a 

default by neglecting his obligation to pay installments every week 

and does not use the loan funds as at the beginning of the contract, so 

this practice causes losses. for the funder, namely PT Amartha Mikro 

Fintech and also has a negative impact on members of other customer 

groups. 
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MOTTO 

۟  وَأوَْفُوا هَدتُِّْ إِذَا ٱللَّهِِ بِعَهْدِِ  ۟  تنَقُضُوا وَلَِ عََٰ  جَعَلْتُمُِ وَقَدِْ تَ وكِْيدِهَا بَ عْدَِ ٱلَْْيََْٰنَِ 
۟   كَفِيلًِ عَلَيْكُمِْ ٱللَّهَِ  تَ فْعَلُونَِ مَا يَ عْلَمُِ ٱللَّهَِ إِنَِّ 

”Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan 

janganlahkamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah 

meneguhkan nya, sedang kamu telah menjadikan Allah 

sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah mu itu). 

Sesungguhnya Allah mengetahui apa 

yang kamu perbuat”. 

  

(Q.S An-Nahl : 91) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menjelaskan keseluruhan materi skripsi ini, 

terlebih dahulu akan    diberikan penegasan dan pengertian yang 

terkandung di dalamnya untuk menghindari kekeliruan interestasi 

maupun pemahaman makna yang terkandung didalam judul 

penelitian adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Praktik Utang Piutang Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi “ 

(Studi di PT Amartha Mikro Fintech desa Sinar Banten 

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus) terlebih 

dahulu penulis akan menjelaskan definisi terkait dengan judul 

tersebut antara lain: 

1. Tinjauan   

Tinjauan yaitu pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, 

kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan 

penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif 

untuk memecahkan suatu persoalan.
1
 

2. Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum ekonomi syariah yaitu seperangkat kaidah 

yang mengatur tentang aktivitas manusia di bidang produksi, 

distribusi dan konsumsi dengan mendasarkan pada 

ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.
2
 

 

3. Praktik 

Praktik yaitu pelaksanaan secara nyata atau yang 

disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, atau perbuatan 

menerapkan teori.
3
 

4. Utang Piutang 

                                                     
 1 Tim Penyusunan Kamus Pusat Dan Pengembangan  Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 21. 

 2 Jaih Mubarok, Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 

(Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2018), 3. 

 3  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Pusat Bahasa, 2008), 1098. 
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Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak 

yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang 

diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak 

yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang 

pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang 

dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu 

sesuai dengan yang di perjanjikannya.
4
 

5. Nasabah 

Nasabah adalah pelanggan (customer) yaitu individu 

atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan 

jasa dari sebuah perbankan, meliputi kegiatan pembelian, 

penyewaan serta layanan jasa.
5
 

6. Wanprestasi 

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai 

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan 

dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.
6
 

Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik 

karena disengaja maupun tidak disengaja.
7
 

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah Bagaimana 

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang 

Piutang Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi di Desa Sinar 

Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. 

B. Latar Belakang Masalah 

Seiring berkembangnya globalisasi, tentu membawa 

dampak positive dan negative bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Globalisasi mempunyai beberapa dampak positif dan negative, 

salah satu dampak negative dari globalisasi yaitu membawa 

masyarakat menjadi manusia yang memiliki sifat konsumtif. 

Perilaku konsumtif adalah kecenderungan mengkonsumsi barang 

                                                     
 4 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang (Jakarta: Kencana, 2013), 9. 

 5  Mislah Hayati Nasution, Sutisna, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Minat Nasabah Terhadap Internet Banking,” Jurnal Nisbah, Volume 1 Nomor 1 

(2015):  65, https://doi.org/10.30997/jn.v1i1.241. 

 6  Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2008), 180. 

 7  Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2007), 74. 
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secara berlebihan tanpa berbagai pertimbangan, dimana 

masyarakat hanya melihat dari sisi kesenangan dan 

mementingkan prioritas dari pada kebutuhan. Perilaku konsumtif 

juga dapat di artikan sebagai kecenderungan mengkonsumisi 

barang secara berlebihan tanpa berbagai pertimbangan, dimana 

masyarakat hanya melihat dari sisi kesenangan dan 

mementingkan prioritas dari pada kebutuhan. Menurut 

Sumartono perilaku knsumtif adalah suatu perilaku yang tidak 

lagi didasarkan pada pertimbangan rasional melainkan karena 

adanya keinginan yang sudah mencapai taraf tidak rasional lagi. 

Perilaku konsumtif melekat pada seseorang bila orang 

tersebut membeli sesuatu diluar kebutuhan (need) atau pembelian 

lebih didasarkan pada factor keinginan (want). 

Manusia yang mempunyai gaya hidup konsumtif tentunya 

akan mengalami kesulitan di kehidupan nya karna adanya 

pengeluaran yang mungkin jauh lebih banyak dibanding 

pemasukan. Oleh karena itu, hal tersebut  mendorong mereka 

untuk meminjam atau berhutang agar bisa memenuhi kebutuhan 

tersebut. 

Berhutang atau Qardh (utang-piutang) secara istilah 

(terminologis) adalah memberikan harta kepada orang yang akan 

memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian 

hari.
8
 Menurut Rahmat Syafei qardh (utang piutang) mempunyai 

makna al qath, karena potongan dari harta orang yang 

memberikan pinjaman.
9
  

Masyarakat pada zaman modern seperti sekarang, tentu 

semakin mudah dan mempunyai peluang yang besar untuk 

berhutang, saat ini semakin banyak lembaga maupun non 

lembaga yang bisa meminjamkan uang dengan mudah dan proses 

nya yang cepat. Salah satunya yaitu di PT Amartha Mikro 

Fintech. PT Amartha Mikro Fintech merupakan lembaga 

keuangan yang mempunyai misi utama yaitu untuk mendanai 

UMKM di pedesaan, tapi terdapat nasabah yang melakukan 

                                                     
 8 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah 

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 84. 

 9 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13. 
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kecurangan dan kebohongan, yang dimaksud kecurangan dalam 

hal ini yaitu nasabah yang meminjam dana di PT Amartha 

menggunakan dana pinjaman tersebut bukan untuk mendanai 

UMKM dan dana pinjaman tidak digunakan sebagaimana 

mestinya seperti yang sudah di sepakati di perjanjian awal dengan 

pihak PT Amartha, para nasabah menggunakan dana pinjaman 

tersebut untuk memenuhi gaya hidup konsumtif yang sulit untuk 

dikendalikan. Karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan 

nasabah PT Amartha mayoritas nya sebagai ibu rumah tangga, 

hal tersebut membuat mereka kesulitan untuk menjalankan 

kewajibannya yaitu membayar hutang atau membayar 

angsurannya. Tentunya hal ini menjadi masalah bagi PT Amartha, 

dan hingga saat ini masih banyak nasabah yang lalai dan tidak 

memenuhi kewajiban nya untk membayar hutang. Hal inilah yang 

melatar belakangi timbulnya permasalahan dalam kegiatan 

muamalah (utang piutang). Maka penelitian ini ditujukan untuk 

menganalisis praktik utang piutang nasabah yang melakukan 

wanprestasi menurut tinjauan hukum ekonomi syari‟ah. 

C. Fokus Dan Sub Fokus 

Fokus Terkait dalam penelitian ini agar lebih terarah dan 

tidak menyimpang dari permasalahan, maka focus penelitian ini 

pada praktik utang piutang nasabah yang melakukan wanprestasi. 

Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi 1 sub 

focus yaitu : Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik 

utang piutang nasabah yang melakukan wanprestasi di desa Sinar 

Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat disimpulkan 

bahwa rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktik utang piutang nasabah yang melakukan 

wanprestasi di PT Amartha Mikro Fintech desa Sinar Banten 

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus? 

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap 

praktik utang piutang nasabah yang melakukan wanprestasi 

di desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui praktik utang piutang nasabah yang 

melakukan wanprestasi di PT Amartha Mikro Fintech desa 

Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah 

terhadap praktik utang piutang nasabah yang melakukan 

wanprestasi di desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan bagi 

para ahli dalam ilmu Hukum dan Ekonomi syariah serta 

menjadikan sebuah pengalaman dan wadah pengetahuan 

yang bermanfaat dan dapat diperoleh dalam perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan 

untuk meningkatkan pengetahuan dalam praktik utang 

piutang, supaya dapat memberikan wawasan, penelitian, 

pemahaman, dan pengembangan praktik akad utang piutang 

yang lebih positif. Penelitian ini dilakukan dengan langsung 

terjun ke lapangan dengan referensi buku-buku. Dalam hal 

ini akan langsung memahami tinjauan praktik utang piutang 

nasabah yang melakukan wanprestasi. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau 

penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang 

diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan 

ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau 

penelitian yang sudah ada. Pembahasan mengenai masalah utang 

piutang telah banyak di bahas dan di tulis dalam karya ilmiah 

sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, 

sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama. 
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1. Berawal dari kajian yang ditulis oleh Firdha Palupi pada 

tahun (2018) dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu, 

Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap“. Skripsi ini 

membahas tentang bagaimana praktik utang piutang yang 

dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut.  Hasil penelitian 

mengemukakan bahwa praktik utang piutang yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa Cimanggu merupakan hal biasa yang 

terjadi di masyarakat. Transaksi nya dilakukan dua kali 

dalam seminggu yaitu pada hari senin dan kamis. Praktik 

utang piutang tersebut disebut dengan nama „Bank 

Harian”.
10

 Namun perbedaan nya, penelitian ini membahas 

tentang praktik utang piutang, sedangkan penelitian yang 

penulis buat yaitu praktik utang piutang nasabah yang 

melakukan wanprestasi. 

2. Kajian yang ditulis oleh Silvia Novi Yanti  (skripsi 2018) 

dengan judul “Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang 

Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi‟I“. Hasil 

penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa praktik 

hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Gunung Tua 

Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal 

merupakan utang piutang yang hampir sama dengan akad 

utang piutang pada umumnya yaitu dengan cara hutang 

barang dengan  pelunasan barang yang berlainan jenisnya 

karena menimbang adanya perubahan harga yang berbeda.
11

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat 

adalah sama-sama membahas mengenai praktik utang 

piutang. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang penulis buat adalah penelitian ini menggunakan barang 

sebagai objek berhutang dan pelunasan nya sedangkan 

penelitian yang penulis buat adalah tentang praktik utang 

                                                     
 10 Firdha Palupi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang 

(Studi di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)” (Skripsi,  UIN 

Sunan Kalijaga, 2018), 5. 

 11  Silvia Novi Yanti, “Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang Yang 

Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi‟I (Studi di Gunung Tua Kecamatan 

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018), 7. 
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piutang dimana pelunasan hutang nya menggunakan objek 

berupa uang. 

3. Kajian yang ditulis oleh Astin Martia Dewi (skripsi 2019) 

dengan judul “ Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang 

Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus 

Panglong Kayu di Desa Sritejokencono Kecamatan 

Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”. Hasil penelitian 

tersebut menyimpulkan beberapa kesimpulan, salah satunya 

yaitu bahwa terjadinya wanprestasi pada penelitian ini 

disebabkan oleh debitur yang melakukan perjanjian utang 

piutang tidak memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan, 

sehingga pihak debitur harus menyerahkan sepeda motornya 

sebagai jaminan dan kreditur memberi waktu untuk menebus 

motor tersebu.
12

 Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan 

penelitian yang penulis buat, persamaan nya yaitu sama-

sama membahas debitur atau nasabah yang melakukan 

wanprestasi. Namun, perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang penulis buat yaitu penelitian ini memakai 

jaminan atau barang sebagai barang sitaan karna terjadinya 

wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sedangkan 

penelitian yang penulis buat membahas wanprestasi yang 

tidak melakukan pengambilan atau penyitaan barang. 

4. Kajian yang ditulis oleh  Diana Risma Ulin Nur Khasanah  

(skripsi 2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan 

Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

praktik antara tengkulak dengan petani jagung di Desa Suru 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo belum sesuai 

dengan hukum Islam karena harga ditentukan sepihak oleh 

tengkulak sehingga menyebabkan kerugian pada salah satu 

pihak yaitu petani. Pada penelitian ini terdapat persamaan 

                                                     
 12 Astin Martia Dewi, “Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang Dalam 

Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus Panglong Kayu di Desa 

Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi, IAIN 

Metro, 2019), 5. 



8 

 

 

 

dengan penelitian yang penulis buat, persamaan nya yaitu 

kedua penelitian ini sama-sama membahas praktik utang 

piutang dan uang tersebut dijadikan sebagai modal untuk 

usaha. Kemudian, terdapat beberapa perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang penulis buat. Yang pertama 

penelitian ini dilakukan antara individu dengan individu 

yaitu antara tengkulak dengan petanii, sedangkan penelitian 

yang penulis buat merupakan praktik utng piutang yang 

dilakukan secara berekelompok. Yang kedua praktik pada 

penelitian ini mempunyai jangka waktu pembayaran setiap 

petani tersebut panen sedangkan penelitian yang penulis buat 

pembayaran nya dilakukan setiap minggu.
13

 

5. Yang terakhir, kajian yang ditulis oleh Anna Sholikhah 

(skripsi 2020) dengan judul “TinjauanHukum Islam 

Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko 

Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 

akad utang pitang sembako hajatan di Toko Kasri Desa 

Jambon sudah sesuai dengan hukum Islam, karna tujuan 

tambahan biaya diperuntukkan mengganti jasa dan untuk 

membayar upah pekerja, sehingga tidak terdaapt unsur 

ribawi didalamnya. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang penulis buat yaitu  sama-sama membahas 

praktik utang piutang dan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang penulis buat yaitu barang yang diutangkan di 

penelitian ini adalah barang-barang sembako sedangakn 

praktik utang yang penulis buat yaitu praktik peminjaman 

uang sebagai modal usaha.
14

 

H. Metode Penelitian 

Metode Penelitian merupakan tata cara tertentu yang diatur 

dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam 

                                                     
 13  Diana Risma Ulin Nur Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan 

Sooko Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020), 3. 

 14  Anna Sholikhah, “Tinjauan Hukum  Islam  Terhadap Praktik Utang 

Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa  Jambon  Kecamatan  Jambon  

Kabupaten Ponorogo”  (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020). 
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menyelenggarakan suatu penelitian yang hasilnya dapat 

dipertanggung jawabkan.
15

 Maka diperlukan tahapan-tahapan 

dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi metode sebagai 

berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

lapangan yaitu penelitian secara langsung yang 

dilakukan di lapangan atau di responden untuk 

memperoleh sumber data dengan mendatangi subjek 

yang menerapkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 

Terhadap Praktik Utang Piutang Nasabah Yang 

Melakukan Wanprestasi di Desa Sinar Banten. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian yang digunakan penulis yaitu termasuk 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data-data 

deskriptif yang berwujud uraian dengan kalimat baik 

tertulis maupun lisan dari orang-orang yang menjadi 

objek pengamatan, yang bertujuan untuk membuat 

gambaran secara sistematis, factual dan akurat 

mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau 

tertentu.
16

 Sifat penelitian ini dipergunakan penulis 

untuk mendapatkan data yang sebenarnya. 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diteliti atau ada 

hubungan nya dengan objek yang ingin diteliti yang 

diperoleh langsung dari informasi objek. Dalam 

                                                     
 15 Gemala Dewi, Aspek Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian 

Syariah di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), 2. 

 16 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2014), 75. 
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penelitian ini data primer yang didapatkan penulis 

bersumber pada pihak PT Amartha Mikro Fintech dan 

beberapa nasabah. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data atau materi-

materi yang telah lebih dahulu dilaporkan dan 

dikumpulkan oleh pustakaan atau instansi yang 

mendukung tema pembahasan maupun pihak lainnya. 

3. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah himpunan keseluruhan 

karakteristik dari objek yang diteliti. Pengertian lain 

dari populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek 

psikologi yang dibatasi oleh suatu kriteria tertentu. 

Objek psikologis dapat merupakan objek yang dapat 

ditangkap oleh pancra indra manusia dan memiliki sifat 

yang konkrit.
17

 Populasi dari penelitian ini yaitu 9 orang 

pihak PT Amartha Mikro Fintech dan 8 kelompok 

nasabah yang berjumlah 130 orang, termasuk nasabah 

yang melakukan wanprestasi yaitu berjumlah 14 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun teknik 

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Menurut Sugiyono purposive 

sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu
18

, yaitu 1 kelompok yang anggota 

nya paling banyak melakukan wanprestasi. Oleh karena 

itu, sampel dari penelitian ini yaitu 4 orang sebagai 

pemberi utang (Pihak PT Amartha Mikro Fintech), 5 

                                                     
 17 Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Metode Penelitian (Bandung: Mandar 

Maju, 2002), 121. 

 18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 3. 
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orang sebagai nasabah yang melakukan wanprestasi, 

dan 1 orang sebagai ketua kelompok nasabah. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data 

yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan 

tehnik yang lain yaitu wawancara. Jika wawancara 

selalu berkomunikasi dengan orang, sedangkan 

observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga pada 

objek-objek alam yang lain.
19

 Dalam penelitian ini 

dilakukan observasi dengan datang langsung ke tempat 

penelitian yaitu di Desa Sinar Banten Kecamatan 

Talang Padang Kabupaten Tanggamus. 

 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan dengan 

maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan.
20

 Adapun yang 

diwawancarai dalam proses penelitian ini adalah pihak-

pihak yang terkait pada proses praktik utang piutang 

tersebut. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal 

atau variable yang berupa catatan, transkip, dan buku-

buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.
21

 Metode 

ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan 

cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau 

dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan 

penelitian Terhadap Praktik Utang Piutang Nasabah 

Yang Melakukan Wanprestasi. 

                                                     
 19 Ibid, 154. 

 20  Lexy J, Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1995), 135. 

 21  Suharismi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi 

Aksara,  2017), 45. 
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5. Metode Pengolahan Data 

Dalam metode pengolahan data ini, penulis 

menggunakan beberapa cara diantaranya : 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Pemeriksaan data merupakan pengoreksian data 

yang telah dikumpulkan untuk diteliti, karena 

kemungkinan data yang telah di dapatkan atau data 

yang terkumpul tidak logis dan meragukan. Maka 

peneliti melakukan kembali pengecekan atau 

pengoreksian data yang telah terkumpul yang diperoleh 

dari objek penelitian. 

b. Sistematika Data (Sistemazing) 

Tujuan nya yaitu untuk menempatkan data 

menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan 

masalah, dengan cara melakukan pengelompokkan data 

yang telah diedit kemudian diberi tanda menurut 

kategori-kategori dan urutan masalah.
22

 Maka peneliti 

menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan 

berdasarkan rumusan masalah. 

6. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya yaitu 

menganalisis data yang telah terkumpul. Metode analisa data 

yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan 

kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 

terhadap Praktik Utang Piutang Nasabah Yang Melakukan 

Wanprestasi menggunakan metode induktif. Metode induktif 

merupakan metode yang mempelajari suatu gejala yang 

khusus untuk mendapatka kaidah-kaidah yang berlaku 

dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang 

diselidiki.
23

 Metode induktif lebih dapat menemukan 

kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam 

                                                     
 22 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif (Bandung: Alfa Beta, 

2008), 56. 

 23 Ibid, 58. 
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data. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah 

dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian 

ini. 

I. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini akan di sistematika menjadi 

lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum 

memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman judul, 

abstrak, surat pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, 

motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar bagan. 

Bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab: penegasan 

judul, latar belakang masalah, identifikasi batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang 

terdahulu yang relevan, sistematika pembahasan. 

Bab kedua atau landasan teori berisi: pengertian utang 

piutang, dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang 

piutang, adab dalam melakukan utang piutang, etika dalam 

transaksi utang piutang, berakhirnya akad utang piutang, hikmah 

utang piutang, pengertian wanprestasi, dasar hukum mengenai 

larangan melakukan wanprestasi, sebab-sebab terjadinya 

wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat hukum bagi yang 

melakukan wanprestasi, penyelesaian wanprestasi dalam  Islam. 

Bab ketiga atau deskripsi objek penelitian berisi: letak 

geografis kecamatan Talang Padang, profil PT Amartha Mikro 

Fintech, visi  misi PT Amartha, struktur organisasi PT Amartha 

mikro fintech cabang kecamatan Talang Padang, deskripsi 

pekerjaan pada PT Amartha mikro fintech cabang kecamatan 

Talang Padang, daftar nama kelompok nasabah PT Amartha 

Mikro Fintech desa Sinar Banten kecamatan Talang Padang. 

Bab keempat atau hasil dan pembahasan berisi pelaksanaan 

praktik utang piutang dan tinjauan hukum ekonomi syariah 

terhadap praktik utang piutang nasabah yang melakukan 

wanprestasi. 

Bab kelima atau penutup berisi kesimpulan, saran-saran atau 

rekomendasi. 



 
 

15 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Utang Piutang 

1. Pengertian utang piutang 

Secara etimologis qardh merupakan bentuk masdar dari 

qaradhha asy-syai-yaqridhu, yang berarti dia 

memutuskannya. Qardh adalah bentuk masdar yang berarti 

memutuskan. Dikatakan, qaradhu asy-syai‟a bilmiqradh, 

atau memutus sesuatu dengan gunting. Qardh secara 

terminologis ialah memberikan harta kepada orang yang 

akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya 

dikemudian hari.
24

 Secara umum, makna qard mirip dengan 

jual beli atau bai‟ karena Ia merupakan bentuk pengalihan 

hak milik harta dengan harta.
25

 

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia  adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan 

dipinjamkan kepada orang lain.
26

 Menurut ahli fikih hutang 

piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu 

menyerahkan uangnya kepada yang lain secara suka rela 

untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan 

hal serupa.
27

 Syafi‟iyah berpendapat bahwa qardh dalam 

istilah syara‟ diartikan dengan sesuatu yang diberikan 

kepada orang lain (yang pada suatu saat harus 

dikembalikan).
28

 

                                                     
 24 Mardani, Fiqih Ekonomi Syari‟ah (Jakarta: Kencana, 2016), 3. 

 25   Jauharotun Nafisah, Nurlaila Fitri Munawaroh, Eti Karini, “Praktek 

Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa Di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus 

Perspektif Hukum Islam,” Jurnal ASAS, Vol. 15 No. 1 (2023): 116, 

https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.15674. 

 26  Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Beasar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 43. 

 27 Abu Sura‟i Abdul Hadi, Bunga Bank dalam Islam (Surabaya: al-Ikhlas, 

1993), 21. 
 28 Ali Fikri, Al-Muamalat, wa Al-Adabiyah (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-

Halabiy, 1356), 19. 
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Hutang piutang dalam bahasa Arab disebut dengan kata 

“Dainun” yang artinya “memberikan sesuatu harta benda 

atau uang tunai kepada orang lain dengan perjanjian bahwa 

dia akan membayar dan mengembalikannya dengan jumlah 

yang sama, baik waktu pengembalian tersebut ditentukan 

atau tidak”. Istilah Qardh dan Dainun itu sebenarnya sama 

artinya bahwa dalam perjanjian hutang piutang dia akan 

membayar dan mengembalikannya dengan jumlah yang 

sama.
29

 

Wahbah Zuhayli mengatakan piutang adalah 

penyerahan suatu harta    kepada orang lain yang tidak 

disertai dengan imbalan atau tambahan dalam 

pengambilannya.
30

 Hutang piutang adalah tolong menolong, 

karena orang yang berhutang akan tertolong dalam 

pemenuhan kebutuhan oleh orang yang memberi hutang. 

Sedangkan hutang adalah uang yang dipinjam dari orang 

lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah 

diterima, sedangkan piutang berarti uang yang dipinjamkan 

kepada orang lain. Maka hutang adalah transaksi antara dua 

pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain 

secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh 

pihak kedua dengan hal yang sama. Atau seseorang 

menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan 

dan kemudian dikembalikan lagi dengan perjanjian ia akan 

membayar yang sama dengan yang dipinjam.
31

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hutang piutang adalah 

suatu perjanjian antara dua pihak, di mana salah satu pihak 

memberikan sesuatu sedangkan pihak lainnya menerima 

dengan perjanjian, di mana pihak yang menerima akan 

mengembalikannya dengan sama pada waktu yang telah 

ditentukan oleh masing-masing pihak. 

                                                     
 29 Moh. Rifa‟i, Ilmu Fiqh Islam Lengkap (Semarang: Toha Putra, 1994), 15. 

 30 Wahbah Al-Zyhayliy, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz IV (Bairut: 

Dar Al-Fikr 1998), 31. 

 31 Dede Rudin, Tafsir Ayat Ekonomi (Semarang, C V. Karya Abadi Jaya, 

2012), 42. 
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Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam 

mengemukakan pengertian utang piutang  (qardh), antara 

lain: 

1. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi‟iyah, qardh adalah 

harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti 

dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu 

transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta 

yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk 

dikembalikan yang sepadan dengan itu. 

2. Menurut ulama Malikiyah, qardh adalah penyerahan 

harta kepada olain yang tidak disertai imbalan atau 

tambahan dalam pengembaliannya.
32

 

3. Menurut ulama Hanabilah, qardh adalah penyerahan 

harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia 

wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai 

gantinya. 

4. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan 

definisi qardh sebagai harta yang diberikan oleh muqrid 

(pemberi pinjaman) kepada muqtarid (orang yang 

meminjam), agar muqtarid mengembalikan yang serupa 

dengannya kepada muqrid ketika telah mampu.
33

 

5. Menurut Hasbi as-Siddiqi utang piutang (qardh) adalah 

akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu 

dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta 

dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk 

kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan 

barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil 

dahulu.  

Sehingga dapat diartikan, utang piutang (qardh) adalah 

adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau 

barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang 

berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia 

                                                     
 32 Azharudin Lathif, Fiqh Muamalah (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 

150. 

 33 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj. Abu Syauqina (Bandung: PT. Tinta 

Abadi Gemilang, 2013), 115. 
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akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam 

jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang piutang itu 

sendiri merupakan akad yang bercorak ta„awun 

(pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

2. Dasar Hukum  Utang Piutang 

Ada beberapa dasar hukum qardh yaitu pada Al-Qur‟an, 

Hadits, Ijma, dan Qiyas. 

a. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah dasar hukum yang menduduki 

peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum 

yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar 

hukum yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber 

dari Al-Qur‟an yaitu : 

Firman Allah Surah Al-baqarah 2 ayat 245 

 أَضْعَافاً لَهُِ فَ يُضَاعِفَهُِ حَسَنًا قَ رْضًا اللَّهَِ يُ قْرِضُِ الَّذِي ذَا مَنِْ
 تُ رْجَعُونَِ وَإِليَْهِِ وَيَ بْسُطُِ يَ قْبِضُِ وَاللَّهُِ ۟   كَثِيرةًَِ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada 

Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di 

jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan 

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang 

banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan 

(rezeki) dan kepada-Nya lah kamu di kembalikan.” 

b. Hadist 

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran 

maka di kuatkan lagi dengan beberapa ḥadist. Salah 

satu ḥadist nya yang di riwayatkan oleh Ibn Majah yaitu 

: 

 اللُِ أتَْ لَفَهُِ إِتْلَفَ هَا، يرُيِدُِ أَخَذَهَا وَمَنِْ عَنْهُ، اللُِ أدََّاهَا أدََاءَهَا، يرُيِدُِ النَّاسِِ أمَْوَالَِ أَخَذَِ مَنِْ
 وَجَلَِّ عَزَِّ
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 “Siapa saja yang mengambil harta orang lain 

(berhutang) seraya bermaksud untuk membayarnya, 

maka Allah akan (memudahkan) melunasinya bagi 

orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya 

seraya bermaksud merusaknya (tidak melunasinya), 

maka Allah akan merusak orang tersebut,” (HR. Ibnu 

Majah).  

Jadi pemberian pinjaman itu merupakan perbuatan 

yang baik, membantu memberikan jalan keluar bagi 

seorang muslim yang mengalami kesempitan dan juga 

memenuhi kebutuhannya. 

c.  Ijma 

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh 

boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat 

manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan 

bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang 

memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena 

itu hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari 

kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat 

memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. 

Bedasarkan pada dasar hukum di atas, dapat 

disimpulkan bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya 

untuk selalu tolong-menolong dalam hal-hal yang diridai 

Allah Swt. Salah satunya adalah tolong menolong dengan 

memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada 

pihak yang menerima utang, dengan didasarkan niat yang 

tulus karena Allah Swt.
34

 

3. Rukun Dan Syarat Utang Piutang 

Akad utang piutang dipandang sah apabila dilakukan 

terhadap barang-barang yang dibolehkan syara‟. Selain itu 

qardh pun dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, 

                                                     
 34 Abdul Mannan, Fiqih Lintas Madzhab (Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 

2013), 65. 
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seperti jual beli dan hibah.
35

 Akad berasal dari kata al-aqd 

yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau 

menghubungkan (ar-rabt). Menurut Jumhur Ulama definisi 

akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan 

syara‟ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. 

Pelaksanaan akad qardh tentu diiringi dengan rukun dan 

syarat yang sesuai dengan syara‟. Menurut Jumhur Ulama 

rukun dari qardh terdiri dari tiga yaitu dua orang yang 

berakad, (muqridh) atau yang memberi utang (muqtaridh) 

atau yang diberi utang, qardh (barang yang dipinjamkan) 

serta sighat ijab dan kabul. 

Rukun qardh yaitu : 

a. Shighat (ijab dan qabul) Tidak ada perbedaan diantara 

fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz yang 

menunjukan maknanya, seperti kata : “ aku memberimu 

utang” atau “aku mengutangimu” demikian pula qabul 

sah dengan ssemua lafaz yang menunjukan kerelaan, 

seperti “ Aku berutang” atau “Aku menerima” atau 

“Aku Ridha” dan  lain sebagainya. 

b. Aqidayn (dua pihak yang berakad/melakukan transaksi) 

adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, baliq, 

berakal sehat dan pandai.
36

 

c. Harta yang diutangkan 

Adapun syarat harta yang diutangkan yaitu: 

1) Harta yang berupa harta yang berada padanya, 

maksudnya harta harta yang satu sama lain dalam 

jenis yang sama tidak banyak yang berbeda yang 

mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, 

barang-barang yang dapat diukur, ditambah, 

ditanam, dan dihitung. 

2) Harta yang di hutangkan disyaratkan berupa benda, 

tidak sah menghutangkan manfaat (jasa) 

3) Harta yang dihutangkan diketahui kadarnya dan 

diketahui sifatnya.
37

 

                                                     
 35 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 153. 

 36 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), 335. 
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Qardh memiliki syarat  yakni diantaranya:
38

 

1) Syarat-syarat Aqid 

Dalam fikih subyek hukum itu adalah aqid atau 

aqidayn. Adapun syarat aqid (subyek hukum), menurut 

Ahmad Azhar Basyir, adalah orang yang berutang dan 

orang yang memberi utang, bahwa syarat aqid dalam 

perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian 

memberikan milik kepada orang lain. Pihak berutang 

merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh 

karena itu perjanjian utangpiutang hanya dilakukan oleh 

orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya 

orang yang sudah balig dan berakal. Menurut Sayyid 

Sabiq, orang yang melakukan akad (utang piutang) 

seperti syarat orang berakad dalam jual beli, yaitu orang 

yang berakal dan orang yang dapat membedakan 

(memilih). Orang gila, orang mabuk dan anak kecil 

yang tidak dapat membedakan (memilih) melakukan 

akad utang-piutang adalah tidak sah hukumnya.
39

 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa, syarat subjek dalam berakad utang piutang 

ialah: 

a) Berakal, mampu menggunkan akalnya secara 

sempurna. 

b) Cakap (tabarru') yaitu orang yang mampu 

melepaskan hartanya dapat mempertimbangkan 

manfaatnya. 

c) Kebebasan memilih (mukhtar) yaitu bebas memilih 

tanpa ada unsur paksaan 

2) Syarat-syarat ma'qud 'alayh (obyek utang-piutang) 

Obyek utang-piutang dapat berupa uang atau benda 

yang mempunyai persamaan (benda mitsil: pen). Untuk 

sahnya utang- piutang tersebut, obyeknya harus 

memenuhi syarat-syarat: 

                                                                                                                 
 37 Ibid, 334. 

 38 Rozalinda, Fikih Ekonomi, 232-234. 
 39 Sayyid Sabiq, Sunnah Fiqih, Jilid 12 (Depok: Usaha Kami, 1996), 131. 
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a) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan 

timbangan, takaran atau jumlahnya. 

b) Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika 

dalam bentuk hewan. 

c) Pinjaman (Al-Qardh) tidak sah dari orang-orang 

yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam 

atau orang yang tidak normal akalnya.
40

 

3) Syarat-syarat akad (sighat) 

Ijab qabul merupakan unsur-unsur perjanjian 

utang-piutang. Akad mengandung dua unsur, yaitu ijab 

dan qabul yang keduanya dinamakan sighat, ijab adalah 

pernyataan dari pihak yang memberi utang dan qabul 

adalah penerimaan dari pihak berutang. Ijab qabul tidak 

harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan 

bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu. 

Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak 

pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, 

dengan syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak 

kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi 

sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya 

ditanggung oleh pihak pertama.
41

 

Selain syarat rukun sahnya utang piutang di atas, 

juga terdapat ketentuan ketentuan yang harus dipenuhi 

dalam masalah utang piutang, yaitu sebagai berikut: 

a) Diwajibkan bagi orang yang berutang 

mengembalikan atau membayar kepada piutang 

pada waktu yang telah ditentukan dengan barang 

yang serupa atau dengan seharganya. 

b) Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo 

bila yang berutang belum mempunyai kemampuan 

dan disunnatkan membebaskan sebagian atau 

                                                     
 40  Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti 

Primayasa, 1997), 110-111. 

 41 Ahmad Azhar Basyir, Azas-Azas Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 

2000), 38. 
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semua piutangnya, bilamana orang yang kurang 

mampu membayar utangnya. 

c) Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang 

telah ditentukan dalam perjanjian. 

d) Berakhirnya utang-Piutang  disyari'atkan supaya 

mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak 

yang berutang untuk melunasi utangnya apabila 

sudah jatuh temponya.
42

 

4. Adab Dalam Melakukan Utang Piutang 

Adab yang harus diperhatikan dalam transaksi utang-

piutang adalah sebagai berikut : 

a. Niatan kuat untuk membayar. Seseorang yang 

berhutang dari awal alangkah lebih baik berniat untuk 

membayar dengan segera atau tepat waktu dan tidak 

menunda-nunda apalagi berniat untuk tidak membayar. 

b. Saat akad tidak ada perjanjian kelebihan dalam 

pengembalian. Dalam melakukan transaksi utang- 

piutang jangan sampai mengisyaratkan adanya 

kelebihan atau tambahan saat pengembalian dalam 

bentuk apapun baik uang maupun barang. 

c. Bagi yang menghutangi atau meminjamkan hendaknya 

memberi tenggang waktu. Bagi yang pihak yang 

meminjamkan, adab yang harus dijaga adalah cara 

penagihan yang ihsan yaitu dengan tetap menjujung 

tinggi ukhuwah sesama muslim. Apabila kondisi yang 

berutang benar-benar tidak memungkinkan untuk 

membayar utang, maka Islam menganjurkan untuk 

memberikan toleransi waktu. 

d. Menuliskan pernyataan bagi yang berhutang. Islam 

telah menganjurkan kepada kita untuk selalu 

melakukanpencatatan dalam perjanjian begitu pula 

dalam akad utang-piutang wajib untuk melakukan 

pencatatan utang piutang tersebut. 

                                                     
 42 Shaleh, Ayat-Ayat Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 106. 
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e. Tidak menunda pembayaran. Dengan berutang lebih 

baik kita berusaha untuk menyegerakan pelunasan 

karena itu merupakan bagian dari komitmen umat 

muslim yang harus berusaha menepati janji apalagi jika 

kondisi benar-benar telah lapang dan mampu untuk 

membayar utang.
43

 

5. Etika Dalam Transaksi Utang Piutang 

Etika yang harus diperhatikan dalam masalah utang 

piutang (qardh), yaitu: 

a. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan 

b. Etika bagi pemberi utang (muqrid) 

1) Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo 

pembayaran bagi yang meminjam agar ada 

kemudahan untuk membayar. 

2) Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang 

sudah ditentukan. 

3) Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut 

dan penuh maaf 

4) Memberikan penangguhan waktu kepada orang 

yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya 

setelah jatuh tempo.
44

 

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 

280: 

۟   مَيْسَرةٍَِ إِلََِٰ فَ نَظِرةٌَِ عُسْرةٍَِ ذُو كَانَِ وَإِن قُوا وَأَن  ۟  تَصَدَّ رٌِ   خَي ْ
۟   لَّكُمِْ  تَ عْلَمُونَِ كُنتُمِْ إِن 

 

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, 

maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan 

                                                     
 43  Rahmatul Huda & Zakiyah, “Peranan Kontrak dalam Penyelesaian 

Utang-Piutang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah),” Jurnal Al-Iqtishadiyah, 

(Desember 2019): 137-138,  

http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v5i2.2540. 
 44 Desy Damayanti, “5 Etika dalam Berhutang yang Wajib Diingat Jangan 

Marah Saat Ditagih,” Idntimes.com, 2023, 

https://www.idntimes.com/life/education/daysdesy/etika-berhutang-c1c2. 

http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v5i2.2540
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menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih 

baik bagimu, jika kamu mengetahui.” 

 

c. Etika bagi orang yang berhutang (muqtarid) 

1) Diwajibkan kepada orang yang berutang untuk 

sesegera mungkin melunasi utangnya tatkala ia 

telah mampu untuk melunasinya, Sebab orang 

yang menunda-nunda pelunasan utang padahal ia 

mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat 

zalim. 

2) Pemberi utang (muqrid) tidak boleh mengambil 

keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang 

(muqtarid) dalam bentuk apapun. Dengan kata 

lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau 

mendatangkan manfaat apapun adalah haram 

berdasarkan Al-Qur‟an dan As-Sunnah. 

Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau 

manfaat yang dijadikansyarat oleh orang yang 

memberikan utang (muqrid) kepada si penghutang 

(muqtarid). 

3) Berutang dengan niat yang baik, dalam arti 

berutang tidak untuk tujuan yang buruk seperti: 

berutang untuk foya-foya (bersenang-senang), 

berutang dengan niat meminta karena jika meminta 

tidak diberi, maka digunakan istilah utang agar 

mau memberi dan berutang dengan niat tidak akan 

melunasinya. 

4) Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan 

keuangan, hendaknya orang yang berutang 

memberitahukan kepada orang yang memberikan 

utang, karena hal ini termasuk bagian dari 

menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah 

berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, 
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karena akan merubah hutang yang awalnya sebagai 

wujud tolong menolong menjadi permusuhan.
45

 

6. Berakhirnya Akad Utang Piutang 

Akad qardh  berakhir jika terjadi hal-hal sebagai berikut 

:  

a. Utang seluruhnya telah dibayar hingga akhir karena 

pemenuhan kewajiban dari orang yang berutang. 

b. Salah satu pihak meninggal dunia ketika belum selesai 

pelunasan. maka orang yang menghutangkan berhak 

menagih kepada ahli waris. 

c. Pembatalan sepihak, dalam Hukum Islam perjanjian 

pinjam meminjam merupakan perjanjian yang tidak 

mengikat sehingga perjanjian boleh dilaksanakan atau 

tidak oleh kedua belah pihak. 

d. Pembebasan utang atau ibra, dikatakan sah apabila 

dilakukan secara sukarela.
46

 

7. Hikmah Utang Piutang  

Qardh (hutang piutang) mempunyai hikmah dilihat dari 

sisi yang menerima utang atau pinjaman adalah membantu 

mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang 

terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya 

masuk anak sekolah, membeli perlengkapan sekolahnya, 

bahkan untuk makannya sehari-hari.
47

 Hutang piutang pada 

dasarnya mengandung unsur tolong-menolong, karena 

dengan adanya pemberian utang pada orang yang 

membutuhkan, hal ini dapat mengatasi kesulitan hidup 

bersama saudaranya, dengan kata lain pemberian utang ini 

adalah untuk meringankan atau menghilangkan beban 

seseorang dari kemelaratan dan kesempitan. Berkenaan 

dengan adanya pertolongan dalam bentuk hutang piutang ini 

                                                     
 45  Si Pokrol, “Hutang Piutang,” Hukumonline.com, 2001, 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hutang-piutang-cl81. 
 46 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan 

Gadai (Bandung: Al Ma‟arif, 1983), 41-48. 

 47 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, 277. 
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ditegaskan oleh Ali-Ahmad Al-Jurjawi: “Diantara hikmah 

hutang-piutang adalah menyatukan jiwa dan melembutkan 

hati orang yang meminjam, dimana kecenderungan hati ke 

arah kesatuan jiwa dan kelembutan hati adalah sebaik-baik 

yang diinginkan oleh setiap orang didunia, perlu diketahui 

pula bahwa kebutuhan pada manusia adalah nasib. Masa itu 

berputar diantara manusia mungkin saja kamu akan berada 

dalam kesulitan setelah dalam waktu kemudian kamu butuh 

bantuan dari orang yang kamu pinjami. Kalau dahulu kamu 

pernah berbuat baik dalam hal pinjaman, kamu akan 

mendapat orang yang belas kasihan kepadamu dan 

mengulurkan tangan untuk menolongmu.
48

 

B. Wanprestasi 

1. Pengertian Wanprestasi 

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai 

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan 

dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan 

debitur.
49

 Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat 

terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.
50

 

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi 

kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak 

seperti yang telah diperjanjikan.
51

 

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi 

adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, 

berarti suatu hal yng harus dilaksanakan sebagai isi dari 

suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat 

                                                     
 48 Ali Ahmad Jurjawi, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam (Semarang: Asy-

syifa‟, 1994), 393. 

 49 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), 180. 

 50 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, 74. 

 51  Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT. Arga 

Printing, 2007), 146. 
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dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan 

ketiadaan pelaksanaan nya janji untuk wanprestasi”.
52

 

Wanprestasi umumnya sering terjadi karena salah satu 

pihak yang terikat dalam kontrak/perjanjian tidak melakukan 

kewajibannya dengan tidak membayar hutangnya tepat 

waktu, atau membayar tetapi tidak selayaknya.
53

 

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, 

yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan 

bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah 

mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan 

lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika 

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat 

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat 

dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”
54

 

Wanprestasi dalam Islam didefinisikan sebagai 

perbuatan atau suatu perkara yang sangat penting, menepati 

janji itu adalah tuntutan syariat. Istilah wanprestasi sering 

disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari 

bahasa Belanda yaitu dari kata “wan‟ yang artinya tidak 

ada, kata‚ “prestasi‟ yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi 

wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi 

kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Sehinga 

dalam Islam ingkar janji disamakan dengan kemunafikan. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Annisa ayat 147 : 

هُِ يَ فْعَلُِ مَا ۟  وَاَٰمَنْتُمِْ شَكَرْتُِّْ اِنِْ بِعَذَابِكُمِْ اللَّٰ هُِ وكََانَِ   عَلِيْمًا شَاكِراً اللَّٰ
  

 

                                                     
 52  Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata Internasional 

(Bandung: Sumur Bandung, 1979), 45. 

 53  Muslim, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, Maya Melia, “Analisis Hukum 

Ekonomi Syari‟ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan 

Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/ PA.ME dan 

Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt),” Jurnal ASAS, Vol. 13 No. 2 (2021): 64, 

https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276. 
 54  Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan (Jakarta: Rajawali Pers, 

2008), 12. 
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 “Allah tidak akan menyiksamu, jika kamu bersyukur 

dan beriman. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha 

Mengetahui”. 

 

Menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa 

perbuatan  sebagai berikut : 

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. 

2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. 

3. Terlambat memenuhi prestasi. 

4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk 

dilakukan.
55

 

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala 

wanprestasi itu dapat berupa : 

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan 

dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka 

dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila 

prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, 

maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak 

tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi. 

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. 

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila 

prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi 

maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama 

sekali.
56

 

Wanprestasi menurut kamus hukum berarti kelalaian, 

pelupaan, ingkar janji, atau wanprestasi kewajiban 

kontraktual. Wanprestasi dapat terjadi karena hal-hal berikut 

: 

a) Kesengajaan atau kelalaian. 

b) Adanya keadaan memaksa/Overmatch 

Overmatch adalah suatu keadaan dimana debitur 

terhalang memenuhi prestasinya karena suatu keadaan 

                                                     
 55 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak,  74. 

 56  A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian 

(Yogyakarta: Liberty, 1985), 26. 
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yang tak terduga lebih dahulu dan tidak dapat 

dipertanggungkan kepadanya, Overmatch juga 

mempunyai makna yaitu suatu keadaan atau kejadian 

yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga 

menghalangi seorang debitur untuk melakukan 

prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan 

mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Overmatch 

di bagi dua yaitu: 

1. Overmatch mutlak adalah apabila prestasi sama 

sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun. 

2. Overmatch yang tidak mutlak adalah pelaksanaan 

prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan 

pengorbanan dari debitur dan memaksa 

(overmacht). 

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur 

dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) 

unsur, yaitu : 

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam 

disesalkan. 

2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam 

arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat 

menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun 

dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang 

ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul. 

3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan 

perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah 

ingatan.
57
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2. Dasar Hukum Mengenai Larangan Melakukan 

Wanprestasi 

Allah SWT berfirman dalam Surah An-nahl ayat 91 

هَدتُِّْ إِذَا ٱللَّهِِ بِعَهْدِِ ۟  وَأوَْفُوا  وَقَدِْ تَ وكِْيدِهَا بَ عْدَِ ٱلَْْيََْٰنَِ ۟  تنَقُضُوا وَلَِ عََٰ
 تَ فْعَلُونَِ مَا يَ عْلَمُِ ٱللَّهَِ إِنَِّ ۟   كَفِيلًِ عَلَيْكُمِْ ٱللَّهَِ جَعَلْتُمُِ

 

 “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu 

berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah 

(mu) itu, sesudah meneguhkan nya, sedang kamu telah 

menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-

sumpah mu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang 

kamu perbuat”. 

 

Ayat di atas menjelaskan tentang keharusan seseorang 

dalam menepati janji-janji-janji yang telah dibuatnya karena 

janji itu pasti akan dimintakan pertanggung jawabannya di 

akhirat kelak  

3. Sebab-sebab Terjadinya Wanprestasi 

Wanprestasi disebabkan karena adanya kesalahan, 

kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk 

menyertakan suatu barang, tidak ada kewajiban untuk 

memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-

undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga 

barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya 

kesalahan, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Perbuatan yang dilakukan harus dihindarkan. 

b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si 

pembuat, yaitu karena ia dapat menduga tentang 

akibatnya.
58
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Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk 

mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari 

unsur objektif dan subjektif. Objektif, yaitu apabila kondisi 

normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur 

subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang 

ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan 

dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan 

kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja. 

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan 

dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat 

terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud 

untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup 

diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. 

Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan. Dimana 

seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya 

akibat yang merugikan orang lain. Paling mudah untuk 

menetapkan seorang yang melakukan wanprestasi ialah 

dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan 

sebuah perbuatan. Apabila orang itu melakukan berarti orang 

tersebut melanggar perjanjian, maka seseorang tersebut 

dapat dikatakan melakukan wanprestasi.
59

 

4. Bentuk-bentuk Wanprestasi 

R. Subekti membagi kondisi wanprestasi menjadi 4 

bagian, yaitu : 

a. Tidak membuat perjanjian sama sekali. 

b. Melaksanakan perjanjian, tetapi tidak tepat dengan isi 

yang diperjanjikannya. 

c. Melaksanakan hal yang diperjanjikannya tetapi terlabat. 

d. Melaksanakan sesuatu yang pada perjanjian nya tidak 

boleh dilakukan.
60

 

 Pada pasal 1239 KUH Perdata terdapat pernyataan 

yang mengatakan bahwa “suatu perikatan yang berisi untuk 

                                                     
 59  Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan 
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 60 R.Subekti, Aneka Perjanjian (Jakarta: Internas, 1992), 45. 
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memberikan atau tidak memberikan sesuatu, jika salah satu 

pihak tidak memenuhi isi perikatan tersebut maka 

diwajibkan untuk membayar biaya kerugian meliputi biaya, 

rugi serta bunga. Maka bila salah satunya pihak tidak sesuai 

dengan perikatan nya itu diwajibkan agar membayar ganti 

ruginya. Tetapipada etika social pihak pemebri utang 

diwajibkan membuat peringatan sebelumnta unuk pihak 

berpiutang terhadap perjanjian, sebelum pihak debiturnya itu 

sungguh-siungguh sudah dikatakan lalai.
61

 

Batasan besaran ganti rugi di atur di pasal 1246 KUH 

Perdata yakni ada dua unsur. Mencakup kerugian yang 

sungguh-sungguh diderita nya hingga kekurangan 

keuntungan nya yang ia dapatkan. Pembayaran ganti rugi 

tersebut perlu dikompensasikan dengan terbilang berbentuk 

uang. Maka agar lebih memperrmudah penetuannya rugi dan 

bunga sehingga pada perjanjian dinyatakan juga sebuah 

denda bila mengalami terjadi wanprestasi.
62

 

5. Akibat Hukum Bagi yang melakukan Wanprestasi 

Wanpretasi dilakukan paling sedikit oleh dua orang 

pihak. Pihak yang melakukan wanprestasi akan mendapat 

akibat hukum berupa hukuman atau sanksi hukum sebagai 

berikut: 

1. Debitur diwajibkan untuk membayar ganti kerugian 

yang diderita oleh Kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata). 

2. Apabila perikatan itu mengikat timbal balik, Kreditur 

dapat menuntut untuk memutuskan/membatalkan 

perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 KUHPerdata). 

3. Di dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko 

beralih kepada Debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 

1237 ayat 2 KUHPerdata). 

4. Debitur diwajibkan untuk memenuhi isi perikatan jika 

masih dapat dialakukan pembatalan yang disertai 
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dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 

KUHPerdata).  

5. Debitur diwajibkan untuk membayar biaya perkara jika 

diperkarakan ke pengadilan dan Debitur dinyatakan 

bersalah. 

6. Penyelesaian Wanprestasi dalam Islam 

 Penyelesaian sengketa dalam Islam dapat di 

selesaikan dengan 3 cara yaitu, melalui perdamaian (sulhu), 

melalui arbitrase (tahkim), dan memalui peradilan (al-

qadha).
63

 

1. Perdamaian (sulhu) 

Islam menjelaskan kepada kita jika terjadi sengketa 

maka dianjurkan melakukan penyelesaiaan dengan jalur 

perdamaian. Sebab dengan perdamaian dapat terhindar 

dari pertikaian antar para pihaknya dengan 

menyelesaikan lewat jalur perdamaian sehingga dapat 

mengakhirinya sengketa yang dialami diantara para 

pihak yang bersangkutan. Anjuran nya menyelesaikan 

sengketa melalui perdamaian ada pada ketentuan Al-

Qur‟an.
64

 

Surah Al-Hujurat ayat 9 Allah SWT berfiman : 

إِنو نَ هُمَا ۟  فأََصْلِحُوا ۟  ٱقْ تَتَ لُوا ٱلْمُؤْمِنِيَِ مِنَِ ئفَِتَانِِ۟  طاَ ََ  بَ ي ْ
هُمَا بَ غَتِْ ۟  فإَِن ۟   تِلُوا ٱلُْْخْرَىَِٰ عَلَى إِحْدَى َٰ  تَ بْغِى ٱلَّتِِ ۟  فَ قََٰ

َِٰ  ۟  فأََصْلِحُوا ءَتِْ۟  فاَ فإَِن ۟   ٱللَّهِِ أمَْرِِ ۟  إِلََِٰ ءَِ۟  تَفِى حَتَّ
نَ هُمَا بُِ ٱللَّهَِ إِنَِّ ۟   ۟  ا۟  وَأقَْسِطوُ بٱِلْعَدْلِِ بَ ي ْ  ٱلْمُقْسِطِيَِ يُُِ

 “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang 

beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan 
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antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar 

perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang 

melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut 

kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, 

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan 

hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah 

mencintai orang-orang yang berlaku  adil”. 

 

2. Arbitrase (Tahkim) 

Arbitrase disebutkan dengan tahkim hingga bagian 

dari peradilan atau al-qadha‟. Landasan hukum nya 

diperbolehkan arbitrase yaitu Al-Qur‟an, sunnah, serta 

ijma‟. Tetapi bila dikaji bersma penyelesaian nya 

sengketa yang disarankan yaitu perdamaian. Namun 

bila lewat perdamaian juga tidak terselesaikan maka 

harus di hadirkan pihak ketiga dalam penyelesaian 

sengketa tersebut. 

Tahap pertama yang harus dilaksanakan hakim 

dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan 

adalah mengadakan perdamaian antara pihak yang 

bersengketa. Kewajiban hakim mendamaikan pihak 

yang bersengketa. Kewajiban hakim dalam 

mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah 

sejalan dengan tuntutan ajaran Islam.
65

 

Tahkim yakni berlindungnya dua blah pihak yang 

bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan 

setuji serta rela menerima keputusannya untuk 

menyelesaikan persengketaan mereka
66

 berlindungnya 

orang yang bersengketa pada orang yang mereka tunjuk 

(sebagai penengah) untuk memutuskan atau 

menyelesaikan perselihan yang terjadi diantara mereka. 

Sedangkan pengertian tahkim dalam terminology fiqih 
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ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta kepada 

orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi 

diantara mereka dengan hukum syar‟i.
67

 

Ketentuan mengenai tahkim dijelaskan dalam Al-

Qur‟an Surah An-Nisa ayat 35, sebagai berikut : 

َِْوَإِن ۟  فَٱبْ عَثُوا بَ يْنِهِمَا شِقَاقَِ خِفْتُمِْ  نِْ حَكَمًا  ۦأَهْلِهِِ مِّ نِْ وَحَكَمًا   مِّ
۟  أَهْلِهَا ۟  يرُيِدَا إِن  حًا  نَ هُمَا ٱللَّهُِ يُ وَفِّقِِ إِصْلََٰ ۟  بَ ي ْ    ۟  خَبِيراً عَلِيمًا كَانَِ ٱللَّهَِ إِنَِّ 

 

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan 

antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari 

keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 

perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud 

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal”. 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa proses 

penyelesaian sengketa seorang hamkam atua juru 

damai, sebagai penengah dalam penyelsaian sengketa. 

Maka dari itu diangkatlah seorang hakam dari pihak 

laki-laki maupun pihak perempuan. Peran hakam yaitu 

mengkomunikasikan nya kepada para pihak yang 

bersengketa agar penyelesaian sengketa tersebut dapat 

diselesaikan dengan perdamaian.
68

 

3. Peradilan (Al-Qadha) 

Menurut bahasa Al-Qadha artinya memutuskan atau 

menentukan. Dalam fiqih, Al-Qadha yaitu menentukan suatu 

hukum syara‟ dalam sebuah sengketa nya atau fenomena 

dalam penyelesaian suatu hal dengan adil serta mengikat. 

Lembaga peradilan berwenang untuk penyelesaian sengketa 

perdata atau pidana. Kekuasaan pada peradilan tidak bisa 
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dibatasi dalam persetujuan para pihak yang bermasalah 

hingga keputusan nya dari qadhi tersebut sifatnya mengikat 

bagi para pihak yang bersengketa. 

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3 : 

مُِوَٱل ٱلْمَيْتَةُِ عَلَيْكُمُِ حُرِّمَتِْ  بۦِهِِ ٱللَّهِِ لغَِيْرِِ أهُِلَِّ ۟  وَمَا ٱلْْنِزيِرِِ وَلََْمُِ دَّ
يةَُِ وَٱلْمَوْقُوذَةُِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُِ بُعُِ أَكَلَِ ۟  وَمَا وَٱلنَّطِيحَةُِ وَٱلْمُتَ رَدِّ  مَا إِلَِّ ٱلسَّ

يْتُمِْ لِكُمِْ ۟   بٱِلَْْزلََِِْٰ ۟  تَسْتَ قْسِمُوا وَأَن ٱلنُصُبِِ عَلَى ذُبِحَِ وَمَا ذكََّ  ذََٰ
 تََْشَوْهُمِْ فَلَِ دِينِكُمِْ مِن ۟  كَفَرُوا ٱلَّذِينَِ يئَِسَِ ٱلْيَ وْمَِ ۟   فِسْقٌِ

 نعِْمَتِِ عَلَيْكُمِْ وَأتَْْمَْتُِ دِينَكُمِْ لَكُمِْ أَكْمَلْتُِ ٱلْيَ وْمَِ ۟   وَٱخْشَوْنِِ
مَِ لَكُمُِ وَرَضِيتُِ سْلََٰ رَِ مََْمَصَةٍِ فِِ ٱضْطرَُِّ فَمَنِِ ۟   دِينًا ٱلِْْ  مُتَجَانِفٍِ غَي ْ

ثٍِْ  رَّحِيمٌِ غَفُورٌِ ٱللَّهَِ فإَِنَِّ ۟   لِِّْ
 

 “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, 

daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama 

selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang 

ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat 

kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang 

disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi 

nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak 

panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang 

kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab 

itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah 

kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 

agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, 

dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka 

barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja 

berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang”. 
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